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ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.
Termasuk dengan anak penyandang disabilitas, karena tidak ada yang membedakan
antara anak penyandang disabilitas dengan yang lainnya. Namun seringkali anak
menjadi korban kekerasan seksual, terutama anak penyandang disabilitas.
Kekerasan seksual memiliki dampak yang besar, baik secara fisik, pskis, mental,
dan kemampuan sosialisasinya sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan
perkembangannya. Dengan begitu anak korban kekerasan seksual membutuhkan
pendampingan untuk mengobati dan menetralisir dampak yang terjadi. Adapun
lembaga yang memiliki peranan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap
anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu UPTD
PPA Kabupaten Bantul. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban
tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul dan hambatan
apa saja yang dihadapi selama proses tersebut, serta upaya apa saja yang dilakukan
untuk menanggulangi hambatan tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung
dengan narasumber di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Jenis pendekatan yang
digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan yaitu
deskriptif-analitis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun kerangka teoritik yang
digunakan adalah teori viktimologi dan teori perlindungan kepentingan terbaik bagi
anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang
diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan layanan-
layanan seperti berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan
kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
Pendampingan korban berupa pendampingan layanan hukum, pendampingan
layanan kesehatan, pendampingan layanan rehabilitasi sosial, dan pendampingan
layanan reintegrasi social. Hambatan yang dialami selama proses tersebut yaitu
kurangnya SDM tenaga ahli, permasalahan komunikasi, anggapan bahwa
kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi, dan kurangnya dukungan
dari keluarga korban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA
berjejaring dengan instansi atau Lembaga lain yang focus pada penyandang
disabilitas, melakukan sosialisali, edukasi, dan pemahaman terkait tindak pidana
kekerasan seksual

Kata Kunci: Anak, Anak Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual,
Perlindungan Korban



ABSTRACT

Children are the next generation of the nation that must be guarded and
protected. Including children with disabilities, because there is no difference
between children with disabilities and others. However, often children become
victims of sexual violence, especially children with disabilities. Sexual violence has
a great impact, both physically, physically, mentally, and its socialization ability so
that it will interfere with its growth and development. Thus, children who are
victims of sexual violence need assistance to treat and neutralize the impact that
occurs. The institution that has a role in providing legal protection for children with
disabilities who are victims of sexual violence is UPTD PPA Bantul Regency. The
focus of the problem in this study is how to form legal protection for children with
disabilities as victims of sexual violence crimes at UPTD PPA Bantul Regency and
what obstacles are faced during the process, as well as what efforts are made to
overcome these obstacles.

The type of research in this study is field research, namely by conducting
observations and interviews directly with resource persons at UPTD PPA Bantul
Regency. The type of approach used is the juridical-empirical approach. The
analysis method used is descriptive-analytical. Meanwhile, the data collection
method uses observation, interview, and literature study methods. The theoretical
framework used is the theory of victimology and the theory of protection of the best
interests of children.

The results of this study show that the form of protection provided by UPTD
PPA Bantul Regency is by providing services such as community complaints,
victim outreach, case management, temporary shelter, mediation, and victim
assistance. Victim assistance is in the form of legal service assistance, health service
assistance, social rehabilitation service assistance, and social reintegration service
assistance. The obstacles experienced during the process are the lack of expert
human resources, communication problems, the assumption that sexual violence is
a disgrace that must be covered, and the lack of support from the victim's family.
To overcome these obstacles, UPTD PPA networks with other agencies or
institutions that focus on people with disabilities, conducting socialization,
education, and understanding related to sexual violence crimes.

Keywords: Children, Children with Disabilities, Sexual Violence, Victim
Protection
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MOTTO HIDUP

“Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Hukum menjadi
pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
sehingga tindakan atau perbuatan setiap orang harus berdasarkan aturan atau norma
hukum yang berlaku. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi
perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, yaitu tindak pidana. Suatu
perbuatan akan disebut sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu bersifat
melawan hukum, perbutan tersebut diancam dengan pidana, dan dilakukan dengan
kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.! Orang yang melakukan
tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatannya apabila orang tersebut
jiwanya tidak cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.? Serta
perbuatannya melawan hukum dan telah dicantumkan dalam peraturan perundang-
undangan pidana.’

Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan, dalam Bahasa Inggris
“kekerasan” atau “violence” secara etimologi terdiri atas “vis” yang artinya
kekuatan atau daya dan “latus” yang berasal dari “ferre” yang artinya membawa.
Jadi dapat dikatan bahwa “violence” merupakan suatu perbuatan yang membawa

kekuatan untuk memaksa atau memberi tekanan fisik ataupun non fisik.* Artinya,

!Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), him. 96

2 KUHP Pasal 44

3 KUHP Pasal 1

4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama,
2012), him. 14.



tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental maupun pasif (pengabaian) yang
berati tidak melakukan suatu perbuatan juga berdampak sama dengan adanya
kekerasan.

Kekerasan terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, kekerasan verbal atau
berupa kata-kata seperti mencaci, menghardik, dan menghina. Kedua, kekerasan
fisik seperti menendang, memukul, dan mendorong. Ketiga, kekerasan seksual
seperti pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan. Diantara kekerasan tersebut,
kekerasan seksual menjadi wujud kekerasan yang memiliki dampak dan pengaruh
yang besar terhadap korbannya. Kekerasan seksual merupakan wujud dari tindakan
kekerasan dan perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia,
bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu
keamanan dan ketentraman masyarakat. Semua perbuatan yang berupa ancaman
dan pemaksaan seksual merupakan kekerasan seksual,®, dapat disebut juga kontak
seksual yang hanya dikehendaki salah satu pihak dan pihak yang lain tidak
menghendakinya. Kekerasan seksual memiliki inti yang terletak pada “ancaman”
(verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) hanya termuat dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan pasal 289
KUHP tentang pencabulan, maka kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP
hanya sebatas perkosaan dan pencabulan. Akan tetapi, kekerasan seksual dijelaskan

lebih detail dalam pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak

> M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal (Yogyakarta: LBH
Yogyakarta bekerjasama dengan TIFA Foundation, 2010), him. 518.



Pidana Kekerasan Seksual, bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual
fisik maupun non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilissi, pemaksaan
perkawinan, penyiksan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan
kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, meliputi perkosaan, perbuatan
cabul, persetubuhan/perbuatan cabul/eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan
melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi anak
atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan
pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi
seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian
uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan
tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan
perundang-undangan.®

Saat ini kekerasan seksual menjadi suatu permasalahan yang dinilai cukup
serius dan memprihatinkan. Seringkali muncul berita mengenai kekerasan seksual,
baik melalui televisi, surat kabar, maupun media sosial. Tindak pidana ini tidak
hanya terjadi pada perempuan dewasa saja, namun juga terjadi pada pria dewasa,
bahkan anak-anak yang masih tergolong di bawah umur. Terutama anak
penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan
seksual. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama,
sehingga dapat mempengaruhinya dalam melakukan interaksi dengan

lingkungannya, baik terdapat hambatan atau kesulitan dalam berpartisipasi penuh

¢ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, hal ini
berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Jadi, anak penyandang disabilitas merupakan anak dengan
keterbatasan yang dimilikinya.

Anak penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi
sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena keterbatasan
mereka dalam berkomunikasi, kurangnya pengawasan dan pemahaman,
ketergantungan pada orang lain, dan kurangnya kemampuan dalam melindungi diri
sendiri. Bahkan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana
kekerasan seksual, bisa saja mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi
korban suatu tindak pidana. Para pelaku juga menganggap mereka adalah target
yang mudah karna keterbatasan yang mereka miliki, sehingga mereka dianggap
tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan.” Dengan begitu, anak
penyandang disabilitas lebih membutuhkan perlindungan secara Kkhusus.
Perlindungan khusus yang dimaksud yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima
oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan
jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam
tumbuh kembangnya.®

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam

" Ni Komang Padang Sekar Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang
Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Kertha Desa, No. 10, Vol.
10, him. 963-972.

8 Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.
4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas



hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak kecualinya. Artinya, semua warga Negara mempunyai kedudukan
yang sama di dalam hukum, tidak ada yang membedakan antara penyandang
disabilitas dengan yang lainnya. Namun, dalam praktiknya para penyandang
disabilitas masih sering mendapat diskriminasi atau sering diperlakukan berbeda
karna keterbatasan yang dimilikinya, terutama dalam pemenuhan hak dan
kewajibannya, terlebih lagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak
pidana. Terlepas dari hal tersebut, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas telah mengatur secara khusus tentang perlindungan
penyandang disabilitas, baik larangan diskriminasi dan kekerasan terhadap
peyandang disabilitas. Dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa anak penyandang
disabiitas berhak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi,
penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Pasal
9 juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh keadilan
dan perlindungan hukum seperti dianggap sebagai subyek hukum, terbebas dari
segala bentuk diskriminasi dan perlindungan hukum atas berbagai bentuk
kekerasan.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak tergolong tinggi dan
terus mengalami peningkatan. Menurut data SIMFONI PPPA, pada tahun 2020
terdapat 6966 kasus, tahun 2021 terdapat 8699 kasus, tahun 2022 terdapat 9588

kasus, tahun 2023 terdapat 10932 kasus.® Salah satu daerah dengan jumlah kasus

% Prabawati, “Terdapat 987 Laporan kekerasan Yang Dialami Penyandang Disabilitas Tahun 20227,
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-
penyandang-disabilitas-tahun-2022, diakses pada 21 Februari 2024


https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022

kekerasan seksual anak mengalami naik turun yaitu Kabupaten Bantul. Berdasarkan
data yang diperoleh penyusun, pada tahun 2020 terdapat 47 kasus, dengan 1 kasus
korbannya anak penyandang disabilitas. Tahun 2021 terdapat 39 kasus, tahun 2022
terdapat 24 kasus dengan 2 kasus yang korbannya anak penyandang disabilitas, dan
tahun 2023 terdapat 43 kasus dengan 1 kasus yang korbannya anak penyandang
disabilitas.'°

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma, baik
secara fisik maupun psikisnya. Trauma ini dapat berkepanjangan dan berdampak
dalam kehidupannya, yaitu anak akan selalu mengingat apa yang telah terjadi
kepadanya, serta anak akan dihantui rasa takut dan curiga terhadap orang lain
sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bahkan mereka
sampai menyalahkan diri mereka sendiri dan bertanya-tanya mengapa hal seperti
ini terjadi kepada mereka. Dengan demikian, anak yang menjadi korban kekerasan
sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan untuk mengobati dan
menyembuhkan trauma yang mereka alami. Adapun lembaga yang memiliki peran
dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu UPTD PPA
(Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Peran yang
diberikan sangat membantu bagi anak korban, terutama bagi anak penyandang
disabilitas yang menjadi korban kekerasan, karena anak penyandang disabilitas
sering kali mendapat perlakuan yang berbeda. Dengan adanya lembaga ini akan
membantu anak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak-haknya.

Akan tetapi, UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak

10 Data Kekerasan Anak Di UPTD PPA Kabupaten Bantul



penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual masih mengalami
berbagai hambatan, baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas
mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas
sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul
dan hambatan apa saja yang dihadapi selama proses tersebut, serta upaya apa saja
yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Maka, judul yang
dianggal representative dengan permasalahan tersebut adalah “PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA

KABUPATEN BANTUL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik
untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun rumusan
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas
sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten
Bantul?

2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan selama proses perlindungan
hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana

kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum
terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana
kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hambatan apa saja yang
dihadapi selama proses perlindungan hukum terhadap anak penyandang
disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD
PPA Kabupaten Bantul, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam
menanggulangi hambatan tersebut.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan
sumbangan atau kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam
perkembangan hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi referensi karya
ilmiah atau penelitian selanjutnya yang terkait dengan bentuk perlindungan
hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana

kekerasan seksual.

b. Kegunan praktis



Secara praktis, penyusun berharap penelitian ini dapat menjadi
tambahan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat luas. Serta
menjadi masukan dan pertimbangan untuk lembaga pemerintahan,
khususnya UPTD PPA Kabupaten Bantul tentang perlindungan hukum
terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana

kekerasan seksual.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan dari
penelitian-peelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.
Sehingga sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terkait dengan topik yang akan diangkat, dengan begitu penulis
menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan secara
langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian ini. Adapun sebagai
berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nanda Nurul Faida dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor
Tahun 2017-2019”. Skrpsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang
dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Bogor, serta kendala-kendalanya dalam upaya perlindungan
hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitiannya adalah upaya
perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor kepada anak korban kekerasan seksual
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yaitu dengan dilakukannya pendampingan hukum, medis, dan psikologis,
pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan korbannya, serta pendampingan
tersebut dilakukan dengan datang langsung ke rumah korban. Namun, dalam upaya
perlindungan tersebut juga terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya sumber
daya manusia, terbatasnya dana, kurangnya fasilitas yang menunjang, dan
minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.!!

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Elya Fadillah Sari dengan judul
“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai
Korban Kekerasan Seksual”. Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi
penyebab anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual
dan upaya perlindungannya sebagai korban kekerasan seksual. Hasil penelitiannya
adalah anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual
karena dianggap sebagai korban yang laten (laten victim), kurangnya pengawasan
dari orang tua dan keluarga, serta dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya.
Perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual
tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Selain

11 Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-
20197, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
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perlindungan secara hukum, anak penyandang disabilitas yang menjadi korban
kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan dari masyarakat.?

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Indriastuti Yustiningsih dengan judul
“Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam
Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal ini membahas mengenai bagaimana upaya untuk
mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah perlunya dibentuk
kebijakan hukum dengan melakukan peubahan hukum acara pidana dalam rangka
mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam
sistem peradilan pidana. Serta perekaman elektronik, penyumpahan, dan
pembuatan BAP pada tahap penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukt yang sah
pada proses pembuktian, sehingga anak korban hanya cukup sekali memberikan
keterangannya. Hal ini berdasar pada Pasal 58 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang
No 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidna Anak.*®

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Angelin N. Lilua dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut
Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana prinsip-
prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
dan bagaimana perlindungannya terhadap anak korban kejahatan seksual. Hasil
penelitiannya adalah adanya penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak karena

anak tidak dapat berjuang sendiri dan tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri,

12 Elya Fadillah Sari, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai
Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi Universitas Sriijaya (2018).

13 Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari
Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Lex Renaissance, No. 2, Vol. 5 (April 2020).
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hal ini karena banyak faktor yang bisa mempegaruhinya dan pengetahuan anak
yang masih terbatas karena usianya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat
berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak, serta
kepentingan terbaik bagi anak harus diprioritaskan. Perlindungan hukum terhadap
anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat diberikan melalui Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, KUHP tentang “perkosaan” yang
terkandung dalam Pasal 285 KUHP, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang
No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf (j) dan
Pasal 76D, dan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak akan
diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Secara umum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
terdahulu yaitu penulis lebih menekankan pada bagaimana bentuk perlindungan
hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana
kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Selain itu, penulis juga akan
mengkaji hambatan apa saja yang dihadapi selama proses perlindungan tersebut,

serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan tersebut.

E. Keranngka Teoritik

1. Teori Viktimologi

14 Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual
Menurut Hukum Pidana Indonesia”, Lex Privatum, No. 4, Vol. IV (April 2016).
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Viktimologi merupakan istilah dalam bahasa inggris “victimology”, yang
berasal dari bahasa latin “victim” yang berarti korban dan “logos” yang berarti
studi/ilmu pengetahuan.’® Secara terminologis, viktimologi berarti suatu ilmu
yang mempelajari tentang korban, penyebab dan akibat-akibat munculnya
korban yang termasuk dalam suatu permasalahan manusia sebagai kenyataan
sosial.*®

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi merupakan suatu ilmu atau disiplin
yang membahas mengenai permasalahan korban dalam segala aspek.'” Melalui
viktimologi dapat diketahui aspek-aspek yang berkaitan dengan korban, seperti
faktor penyebab timbulnya kejahatan, bagaimana seseorang bisa menjadi
korban, bagaimana upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta hak
dan korban kejahatan. Kemudian menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris
Gultom menyebutkan bahwa viktimologi meneliti mengenai topik-topik
tentang korban, seperti peranan korban pada saat terjadnya tindak pidan,
hubungan antara pelaku dengan korbannya, rentannya posisi korban, dan
peranan korban dalam sistem peradilan pidana.®

Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak korban. Seseorang bisa
menjadi korban karena kesalahan korban itu sendiri, peranan korban secara

langsung maupun tidak langsung, dan tanpa ada peranan dari korban. Adanya

15 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, (Jakarta: Akademia Pressindo,
1993), him. 228.

16 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha
llmu, 2010), him. 43.

17 J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, (Bandung, Eresco, 1995). him. 158.

18 Dikdik M. Arief Mandur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara
Norma dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), him. 43.
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korban tanpa adanya peranan dari korban terjadi karena keadaan, yaitu sifat,
keberadaan, tempat maupun faktor waktu. Jadi dapat dikatakan bahwa ruang
lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban, artinya
batas lingkup viktimologi ditentukan oleh victimity atau viktimitas. Suatu
viktimisasi dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental,
fisik, sosial, ekonomi, dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan
tertentu.®

Pada dasarnya, manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal utama dalam

mempelajari manfaat studi korban:

o

Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan
perlindungan hukum

b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu
tindak pidana

c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

2. Teori Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk mewujudkan
pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun
sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan
bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan

manifestasi keadilan masyarakat.’® Salah satu bentuk komitmen Negara

19 1hid. him. 45.

20 Nyi R. Irmayani, “Problemtika Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekeasan
Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Sosio
Konsepsia, No. 8, Vol. 3 (2019), him. 288.
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Indonesia dalam memberikan perlindungan anak adalah dengan meratifikasi
Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, pada
intinya konvensi ini mengandung prinsip-prinsip umum perindungan anak
seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup
dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak.

Bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan
terhadap anak semakin terlihat setelah dibentuknya Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam
undang-undang tersebut telah mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak,
yaitu dinyatakan dalam pasal 2 huruf d UU SPPA. Asas ini merupakan tindak
lanjut dari pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta
berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari asas
kepentingan terbaik bagi anak yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi
masyarakat dan negara.?

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu bentuk
perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu

upaya untuk melindungi berbagai kebebasan hak asasi anak dan kepentingan

2L Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik
bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi TanjungKarang",
Undang: Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 2 (2019), him. 267-272.
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lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.?? Terkait dengan penerapan asas
kepentingan terbaik bagi anak untuk anak korban sebisa mungkin memberikan
keadilan bagi anak korban, baik keadilan hukum maupun keadilan dalam
memperoleh kehidupan yang layak di tengah masyarakat. 2
Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan termuat
dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:
a. Rehabilitasi baik di dalam lembaga maupun luar lembaga
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk
menghindari labelisasi
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,
mental, maupun sosial
d. Pemberian aksesibilitas untuk memperoleh informasi mengenai
perkembangan perkara
Di Indonesia semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945.
Artinya, tidak ada yang membedakan antara anak penyandang disabilitas
dengan yang lainnya, mereka sama-sama memiliki kedudukan, hak, kewajiban,
peran yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam

pasal 28 D UUD RI 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

22 lrwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual
dalam Perspektif Hukum Progresif"”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016), him. 39.

23 Habibah Zachra Wadjo, dkk, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau
dari asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, Jurnal Sasi, Vol. 26, No. 2 (April-Juni 2020), him. 208.
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perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penyusunan skripsi ini
adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan
dengan terjun secara langsung ke lokasi atau tempat yang dijadikan objek
penelitian guna mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian. Dalam
penelitian ini yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber
dari UPTD PPA Kabupaten Bantul.
2. Sifat penelitian
Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan
mendeskripsikan secara jelas dan rinci data-data yang diperoleh. Kemudian
melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah yang menjdi fokus
pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini yaitu mendeskripsikan
dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang
disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA
Kabupaten Bantul
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan meneliti data-data
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sekunder terlebih dahulu seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
karya ilmiah atau karya tulis lain yang terkait dengan perlindungan hukum
terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan
seksual. Kemudian, baru melakukan penelitan data primer, seperti observasi
dan wawancara.

4. Sumber data penelitian

a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama.

Dalam penelitian ini berasal dari data lapangan, yaitu hasil observasi dan

atau wawancara secara langsung dengan narasumber di UPTD PPA

Kabupaten Bantul.

b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi

kepustakaan seperti jurnal, buku, makalah, karya ilmiah atau karya tulis,

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang terkait
dengan topik penelitian. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan-
peraturan yang mengikat. Adapun peraturan perundang-undangan atau
aturan hukum yang penyusun gunakan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
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h)

)

K)
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Undang-Undang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD
PPA

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar

Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak
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p) Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD PPA

q) Peraturan Bupati No. 112 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana

r) Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terkait dengan
topik pemahasan dan dapat digunakan untuk menganalisis atau
memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa
buku, jurnal, karya tulis atau karya ilmiah, artikel, makalah yang terkait
dengan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas
sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara
Wawancara atau interview merupakan pengumpulan data primer yang

bersumber dari narasumber di lapangan (lokasi). Wawancara ditujukan

untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung guna

memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal
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ini, penyusun melakukan wawancara dengan narasumber di UPTD PPA
Kabupaten Bantul.
b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan awal dengan pencatatan sistematis
yang dilakukan di lokasi objek penelitian. Observasi dilakukan agar
memperoleh fakta atau informasi terkait situasi, kondisi dan atau peristiwa
hukum yang terjadi untuk melanjutkan penelitian. Terdapat dua jenis
observasi yaitu observasi pra-penelitian dan observasi berupa kegiatan
pengumpulan data. Observasi pra-penelitian dimaksudkan untuk peninjauan
awal, yaitu untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi untuk
dijadikan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
Sedangkan observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk
mengumpulkan data penelitian di lokasi objek penelitian dengan
berpedoman pada alat pengumpul data yang telah disiapkan terlebih dahulu.
c. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji
bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
karya ilmiah atau karya tulis. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut
dapat dapat dilaksanakan dengan membaca, mendengarkan, melihat,
maupun melalui media internet atau website.

6. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu tahap paling penting dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
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Pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis, yaitu berupa data-data yang dinyatakan secara lisan oleh
narasumber. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga dapat
ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif,

yaitu dari fakta umum ke fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh agar mempermudah pembaca dalam melihat secara keseluruhan.
Adapun sistematika dalam skripsi ini yang terbagi dalam lima bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan teoritis tentang tindak pidana kekerasan seksual,
anak, anak penyandang disabilitas, dan korban. Dalam bab ini akan diuraikan
mengenai pengertian tindak pidana kekerasan seksual, ragam bentuk kekerasan
seksual, dampak kekerasan seksual, pengertian anak, batas usia anak, hak-hak anak,
pengertian penyandang disabilitas, ragam bentuk penyandang disabilitas, hak
penyandang disabilitas, pengertian korban, dan hak-hak korban.

Bab ketiga, berisi gambaran umum UPTD PPA Kabupaten Bantul yang
berperan memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disablitas
sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam bab ini akan diuraikan

mengenai UPTD PPA, UPTD PPA Kabupaten Bantul, sejarah, visi, misi, tugas dan
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fungsi, struktur organisasi, dan jenis layanan UPTD PPA. Serta data kasus
kekerasan seksual anak di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

Bab keempat, berisi analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak
penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang
dilakukan di UPTD Kabupaten Bantul. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai
bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA kepada anak
penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual,
hambatan atau kendala apa saja yang dialami selama proses perlindungan hukum,
serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan atau
kendala tersebut.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dari

hasil penelitian dan saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai
berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten
Bantul terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual
yaitu dengan memberikan layanan-layanan berupa pengaduan masyarakat,
penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi,
dan pendampingan korban. Pendampingan korban berupa pendampingan
layanan hukum, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan
rehabilitasi social, dan pendampingan layanan reintegrasi sosial. Pendampingan
diberikan sesuai dengan kebutuhan anak korban. Terkait dengan anak
penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama,
hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimilikinya atau
kedisabilitasannya. Adanya layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA sangat
membantu korban dalam mendapatkan haknya dan keadilan. Artinya, UPTD
PPA memiliki peranan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak
korban.

2. UPTD PPA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memberikan layanan
bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban

kekerasan seksual juga mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut
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antara lain kurangnya SDM tenaga ahli, permasalahan komunikasi, anggapan
bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi, dan kurangnya
dukungan dari keluarga korban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut
UPTD PPA berjejaring dengan instansi atau Lembaga lain yang focus pada
penyandang disabilitas, melakukan sosialisali, edukasi, dan pemahaman terkait

tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran
yang dapat diberikan:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak memberikan stigma
negatif kepada anak korban kekerasan seksual, karena hal itu dapat
memperburuk keadaan anak korban yang juga tidak menghendaki kekerasan
seksual itu terjadi pada dirinya. Dengan begitu, proses reintegrasi social korban
dapat berjalan dengan baik.

2. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab
negara, aparat penegak hukum, dan instansi atau lembaga pemerintahan. Tetapi
orang tua juga mempunyai peranan penting dalam melindungi hak-hak
anaknya. Untuk itu perlunya dilakukan pemahaman yang mendalam terkait
tindak pidana kekerasan seksual, supaya orang tua lebih berhati-hati dalam
membenarkan perbuatan orang lain yang ternyata sudah mengarah ke kekerasan

seksual, hanya karena menganggap perbuatan itu sebagai bentuk kasih sayang.
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